LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 4 TAHUN 1983 SERI B NO. 2

—
—

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II
SUKOHARIJO
NOMOR 7 TAHUN 1987.
TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PENYEBERANGAN PERAHU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

enimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabvpaten Sukoharjo tentang Penam -
bangan tanggal 26 April 1954 yéng diundangkan dalam Lembaran
Propinsi Jawﬁ' Tengah tanggal 13 April- 1957 ( Tambahan Seri-
Cars18 ) yan;g telah diubah ke 10 kali, térakhir dengan Pera-
turan Daerah Nomor 10 Tahun 1954 sudah tidak sesuai lagi de-
_ ngan-keadaan dan perkembangan dawasa ini sehingga perlu di-

tinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah baru ;

b. bahwa schubungan dengan itu Peraturan Daerah terscbut diatas
perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelo-

laan Tempat Penyeberangan Perahu.

Mengingat
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1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang p X
0 G'(_

Pemerintahan di Daerah;

Mengingat

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pe
b,

Daerah - dacrab Kabupaten dalam lingkungan Propip .
i ],

Tengah ;

3, Undang - undang Nomor 12/ Drt Tahun 1957 tentang p,
e

Umum Retribusi Daerah ;

4, Undang - undang Nomor 8 Tahun _1981 tentang Hukup

Pidana ;
27 Tahun 1983 tentang Py,

5. Peraturan Pemerintah Nomor :
Hukum Acara Pidana.

naan Kitab Undang - undang

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ty

II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :
AH KABUPATEN DAERAH TINGKA

Menetapkan : PERATURAN DAER
SUKOHARJO TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEN!
BERANGAN PERAHU
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam —
!
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palam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan -

Pcmcfiﬂlah Dacrah adalah Pemcriah Kabupaten Dacerah Ti
. a i -
kat 11 Sukoharjo ; g

b, Bupati Kepala Dacrah adalah ‘Bupati Kepala Caerah Tingkat 11

Sukoharjo ;

¢. Dinas Pendapatan Dacerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Ka
pupaten Dacrah Tingkat IT Sukoharjo ;

d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektcrat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

]

e. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana adalah Bagian Hukum
dan Organisasi & Tatalaksana pada Sekretariat Wilayah Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Sukoharjo.; :

f. Tempat Penyeberangan adalah tempat ditepi atau di*agian su -
ngai yang di-ediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dermaga

untuk menycberangkan orang dan atau barang ;

g. Pcﬂumpang adalah orang, hewan atau barang - barang yang di-
seberangkén dergan perahu atau alat lainnya, baik di sungai -
sungai yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo, maupun di sungai - sungai yang berbatasan dengan

Daerah Tingkat II lainnya ;

h. Perahu adalah kendaraan air yang digunakan untuk menyebe -
rangkan nenumpang ;

i. Penyeberangan —e——
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clenggara adalah Orang yang dengan ijin Bupati g,

j. Peny P
la
Dacrah mcnyclcnggarakan penyeberangan.
BAB I
TEMPAT - TEMPAT PENYEBERANGAN DAN TATACARA
PERIJINAN
Pasal 2

(1) Tempat - tempat yang ditetapkan sebagai tempat penyebery -
ngan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yap,

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

( 2 ) Tempat - tempat selain dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini dapa
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tempat penye-

berangan.

( 3 ) Penyelenggaraan usaha penyeberangan ini tempat - tempat pe -

nyeberangan diselenggarakan oleh penyelenggara yang meme -

nangkan lelang umum atas satu atau Jebih tempat penyeberangan,

Pasal 3

( 1) Pada tempat - tempat penyeberangan tertentu, pemerintah

Daerah menyediakan perahu dan alat pcrlcngkapan berupa

dayung dan ban pengaman.

( 2 ) Kecuali yang disebutkan pzdi ayat (1) pasal ini, baik perahu
maupun alat perlengkapannya harus d:sedlal.an oleh penye -

Ien ggara,

Pasal 4 —m0—m
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Pasal 4

( 1 ) Tempat - empat penyeberangan yang berbatasan ¢
. dengan

paerah Tingkat II lain, pelaksanaan Pembagian hagi] d
: linya dite-
tapkan oleh Bupati Kepala Daerapy berdasarkan #

: musyaw
muflakat dari kedua belah fihak, _Musyawarah

( 2 ) Dalam hal penyediaan perahu dan alat perlengkapan pad
; a

tempat - tempat penyeberangan yang berbatasan denga
n

Daerah Tingkat-II lain, dibebankap kepada kedua belah fihak

Pasal 5

( 1) Mereka yang be'maksud menyelenggarakan tempat;tcmpat
penyeberangan perahu seperti dimaksud Pacal 2 ayat ( 3)
Peraturan Daerah ini, diwajibkan mengajukan  permohonan

tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

( 2 ) Tatacara dan syarat - syarat memperoleh ijin penyelenggaraan
tempat penycberangan perahu, ditetapkan oleh Bupati Kepala

Derah.

Pasal 6

{ 1) ljin untuk menyelenggarakan penyveberangan perahu, berlaku
untuk masa 1 (satu) tahun takwim dan diberikan kepada pe-

nawar tertinggi dan/ atau diatas harga limit.

(2) Sslambat - lambatnya pada bulan Desember tahun yang ber -
sangkutan, tempat - tempat penyeberangan dimaksud Pasal 2
ayat ( 1 ) Peraturan Daerah ini dilelangkan untuk tahun be-
rikutnya dengan rr;:mcnuhi tatacara yang telah ditentukan se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah inl.
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BAB III
pus)] RETRIBUSI

Pasal 7

Pasal /

--( L) Orang, hewan-atau!barang: yang menggunakan jusa Pelayang,
-penyeberangan, dikenakan retribusi penyeberangan yang tarjp.
‘nnya ditetapkansebhagaimana: tersebut dalam Lampiran Jj Yang

ds 'merupahnrbagmn tidak terpisahkan dari Pcraluran Daeryy,

ini.

(121): Dibebaskan: dari retribusi: penyeberangan dimaksud ayat (1)

pasal ini, adalah :

rpurd.s murid. TK:dap' murid :Sekolahi‘Dasar / Madrasah 1btida -
iyah ;

= rblpetani yangikarénai pekerjaanicsehari -~ hari, harus melaly

weberangan. tempat penyeberangan.

BAB | BAB 1V
EWAJIBAN DAN LAKEWAHNBAN DAN LARANGAN
Pasal & Pasal 8

ajibkaPenyelenggara diwajibkan :

a. mematuhi —"_ g mematuhi ——0
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mematuhi segala persyaratan y

a. ang ditetapkan Bupaij

Kerala

LCacrah ;

b, merawat perahu dan  alat pcrlcngkapnnry.z dengan sebailk
alf =

baiknya ;

. - - ln a

kemgiaﬂ bagi penum-
pang / khalayak umum.

Pasal 9

Penyelenggara ddarang :

a. menjalankan perahu dengan muatan / penumpang vang melebihi

sarat schingga membahayakan penumpangnya ;

b. menjalankan perahu pada saat banjir besar yang diperkirakan

dapat membahayakan penumpangnya ;

c. memindahkan perahu milik pemerintah Daerah dari tempat pe -
nyeberangan dimaksud pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah ini

ketempat lain tanpa ijin Bupati Kepala Daerah,

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran e
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' [/
_vetentuan  Pasal & dgy
adap ketentuan ketent n Pagyy

- an kurungan selamg .y,
ini, diancam hukum _ i ]'”-'-a_-,
poi = tingginya Rp. 50,00 0, ( g

;I

Pelanpgaran terh

Peraturan Daerah
3 ( tiga ) bulan atau dend:

ma pu

y petin

luly ribu rupiah ).

paB Vi

PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENYIDIK Ay

Pasal 11

( 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Diti

Pendapatan Dacrah,

( 2 ) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugys.
kan juga kepada Inspcktorat wilayah Kabupaten dan Bapia,

Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.

( 3 ) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah inj,
diberikan biaya operasional sebesar 57 ( lima perseratus )

dari penerimaan yang disetor ke Kas Daerah yang pengguna-

annya diatur oleh Bupati Kepala Dacrah.

Pagsal 12 o
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Pasal 12

( 1) Sclain pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia vane
bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak 'pii
dana scbagain}’ana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini da-

pat juga dilakukan oleh Pejabat Pepawai Negeri Sipil diling-

kungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Su-
koharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan pera-

turan perundang - undangan yang berlaku,

( 2 ) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS seba —

gaimana dimaksuk ayat ( 1 ) pasal ini barwenang

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentaag
adanya tindak pidana ;

b

b. melakvkan tindakan pertama pada saat itu ditempat keja-

dian serta melakukan pemeriksaan ;

)

c. menyuruh berhenti scorang tersangka dari perbuatannya

dzn memeriksa tanda pengenal diit tersangka ;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau sakst ;

g. mendatangkan orang shli yang diperiukan dalam hubungan

dengan p=meriksaan perkara.

h. menghentikan —
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h. menghentikan penyidikannya getelah mendapat petun.

juk dari penyidik pOLRI bahwa tidak terdapat cukgp

bukti atau peristiwa tersbut bukan merupakan tindak
pidana, dan selanjutnya melalui  penyidik POLR]

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umupm,

tersangka atau keluarganya

i, mengadakan tindakan Jain menurut hukum yaog da-

pat dipertanggung jawabkan.

BAB VII
TENUTUP
Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjing mangenai

pelaksanaannya.

Pasal 14

Sejak berlakunya Pckraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabv -
paten Sukoharjo tentang Penambangan tanggal 26 April 1954 yang
diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tangeal 13 -
April 1957 ( Tambahan Seri C ar. 18 ) beserta semua Peraturan
Perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16 —mm

Scanned with CamScanner



i AY i

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundanckan
Agar supay2 setiap orang mengetahuinya, memerintahian pengen -
dangan Featuran Daerah ini dengan penempatannya delem Lem -

paran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1I Sukoharjo.

AN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
- gAH KABUPATEN DAERAH
AT[NGKAT II SUKCHARJO TINGKAT I SUROHARIO
KETUA
ttd
ttd.
[JOKO WALUJO, BA | Drs. SUPRAPTO

a
/.
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DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Dacrah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal : 27 April 1988 No. 188.3/92 | 1988

Sckretaris Wilayah / Dacrah Tingkat I
B |/ Kepala Biro Hukum,

ttd.

( R. ABDOEL MOECHNI, SH. )
NIP. 500 037 588.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor 4 Tahun 1988 Seri B No. 2
Pada Tanggal 21 Juni 1988

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SUTJIPTO
NIP. 500 031 518
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Lampiran |

Petaturan Daerah Kabupalen
Tingkat Il Sukoharjo.
Tanggal : 28 Desember 1927
: 07 Tehun 1927
Pengelolaan Tempat Penye -

Nomor
Tentang :

berangan Perahu ( Pasal 2
ayat ( 2)

TEMPAT - TEMPAT PENYEBERANGAN PERAHU DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

Nama

Alamat

o po TR N

10.
1.
12.

14,

I5.
16.
17.
18.
19.
20
21,

:“:""!o

Beton

Ngepung

Mojo

Kutu

[_;angkalan:Traju Kuniag
Jebol

Gelangan, Ngunut, Gedong, Cebukan
Parangjoro,

Kebon Wetan,

Jeagkangan

Bulakan, Sercnan, Sindoro, Picis
Ngares

Tambakboyo

Sudetan

Kenep

Kedung Gudel

Pojok

Taman

Kluwih

Brangkal

Ketimang

Ds. Gadingan [ Skh
Ds. Gadingan [/ Skh
Ds. Plumbon + Skh
Ds. Telukan / Skh
Ds. Telukan / Skh
Ds. Ngrombo / Baki
Kel. Dukuh / Skh
Ds. Parangjoro / Skh
Kel. Bulakan / Skh
Ds. Parangjoro/Grogol
Kel. Bulakan / Skh
Kel. Bulakan / Skh
Kel. Kriwen / Skh
Ds. Tangkisan / Skh
Kel. Kenep / Skh
Kel. Kenep / Skh
Kel. Kenep / Skh
Ds. Tanjung / Skh
Ds. Tanjung / Skh
Ds. Lawu / Skh

Ds. Tanjungrejo/Skh

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARIJO
KETUA

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Kp. Sewu / Ska
Ps. Kliwon / Ska
Semanggi / Ska
Pranan / Skh
Pranan / Skh
Tegalrejo / Klaten
Klaten

Ngrombo / Skh
Klaten

Mancasan [ Baki
Serenan |/ Klaten
Serenan / Klaten
Tambakboyo / Skh
Tangkisan / Skh
Tangkisan |/ Skh
Tangkisar ; Skh
Tangkisan  Skh
Dalangan / Skh
Lengking / Skh
Ngaslinan ! Skh

Ketimang / Wonogiri

4__4—__——:_——-____._—%:

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO

ttd

Drs. SUPRAPTO
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lﬁ‘i'.‘n;-hxh Tt ¢ Perzturan Dacsrah Eabopaten Daerah
Tingkat 11 Sukcharjo.
Tanggal : 23 Desember 1927
Nomor : 07 Tahun 1987

Tentang :

Pengelolaan Tempat Penye -
berangan Perahu ( Pasal 7
ayat (1)

TARIP PENAMBANGAN PERAHU DALAM WILAYAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

e LA AP Rupiah

L. Scorang dcngén mcrﬁbawa barang ringan Rp, 30,00

2. Seorang dengan membawa barang yang tidak kuat dijinjing ————— Rp. 50,00

3. Seorang dengan membawa Sepeda Rp. 75,00

4. Scorang dengan membawa sepeds dengan bronjong kesong Rp. 100,00

5. Seorang .dcngan membawa sepeda dengan muatan yaﬁg tidak kuat dijinjing Rp. 100,00

6. Scorang dengan mcmbawa sepeda motor Rp. 125,00

7. Scorang dengan membawa sepeda motor dengan bronjong Rp. 175,00

8. Scorang dengan membawa sepeda motor dengan muatan yang tidak kuat

dijinjing Rp. 150,00
9. Seorang dengan membawa becak tidak bermuatan Rp, 100,00
’,0' Seorang dengan membawa becak dengan muatan yang tidak kuat dijinjing Rp. 150,00 |
1. Anak sckolah berjalan kaki berlangganan, sebulan Rp. 500,00 Y
12. Anak sckolah bersepeda berlangganan, sebulan Rp. £00,00 |
“ Anak sckolah bersepeda motor berlangganan, sebulan Rp. 1.500,00
14. Pegawai Negeri berjalan kaki, barlangganan, scbulan Rp.. 1.25(‘)],((:2
15. Pegawai Negefi bersepeda berlangganan, sebulan Il:p. 2.;(;0,00
16. Pegawai Negri bersepeda motor berlanggan, sebulan ———————— R}; Ry
17. or kambin -
18. 2: :Zor hewan icsar ( Kuda. sapi / lembu, kerbau dan babi ———— Rp. 500,00
19. Lain2 hal yang belum disebutkan diatas akan diatur lebih lanjut oleh Bu-
pati Kepala Daerah sepanjang pelaksanaannya Rp. =

. e ——

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

i —

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I

SUKOHARJO SUKOHARJO
KETUA
ted
ted
DIOKO WALUJO, BA Drs. SUPRAPTO
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